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A. Latar Belakang

Iklan adalah segala bentuk pesan promosi benda seperti barang, jasa, produk
jadi, dan ide yang disampaikan melalui media dengan biaya sponsor dan ditunjukan
kepada sebagian besar masyarakat. Menurut pendapat Durianto! pengertian iklan
adalah merupakan suatu proses komunikasi yang bertujuan untuk membujuk atau
menggiring orang untuk mengambil tindakan yang menguntungkan bagi pihak
pembuat iklan. Menurut pendapét Kriyantono?, pengertian iklan adalah sebagai
bentuk komunikasi nonpersonal yang menjual pesan-pesan persuasif dari sponsor
yang jelas untuk mempengaruhi orang membeli produk dengan membayar sejumlah
biaya untuk media.

Pasal 1 Ayat 5 menyebutkan siaran iklan adalah siaran informasi yang
bersifat komersial dan layanan masyarakat tenntang tersedianya jasa, barang, dan
gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada
lembaga penyiaran yang - bersangkutan. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2002 Tentang Penyiaran disebutkan bahwa siaran iklan terdiri dari siaran iklan niaga
dan iklan layanan masyarakat.

Siaran iklan niaga merupakan siaran iklan komersial yang disiarkan melalui
penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyaratkan,
dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk
mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan, sedangkan
siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan

melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan,

! Durianto. Invasi Pasar Dengan Iklan Yang Efektif, Jakarta : Gramedia Pustaka, 2003, him.7
2 Kriyantono. Teknik Praktis Kiat Komunikasi, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
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memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau
pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar
berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

Iklan berguna sebagai sarana pemasaran oleh suatu perusahaan dengan tujuan
menarik konsumen untuk menggunakan produknya, iklan bisa dilakukan dengan
cara yang paling sederhana dan ada juga pemasangan iklan yang memerlukan
persiapan panjang dan dana yang tidak sedikit. Iklan sederhana bisa dilakukan
oleh suatu perusahaan misalnya adalah-dengan membuat materi iklan seperti
brosur, selebaran, ataukprter. Bentuk pemasangan iklan yang membutuhkan
persiapan panjang dan dana yang relatif besar misalnya seperti iklan di baliho,
internet, dan radio yang disiarkan pada lembaga penyiaran.

Saat ini masih banyak perusahaan yang memilih radio dalam
mempromosikan produknya terutama jika ingin  diketahui dengan cakupan daerah
yang tidak terlalu luas atau pemasaran dengan lokasi yang relatif sempit maka
radio bisa menjadi alternatif pilihan yang menarik bagi para produsen yang ingin
mengkomunikasikan produknya kepada masyarakat atau konsumen.

Lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai
peran penting dalam ‘kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi. Lembaga
Penyiaran Memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya
sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial.®
Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara
dan gambar yang berbentuk grafis, karakter baik yang bersifat interaktif maupun
tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Lembaga radio

sebagai salah satu media komunikasi yang akrab dengan masyarakat kita, tidak

3 Galih Budi Prastawati, Perjanjian Siaran lklan Antara Pt. Martina Berto Dengan
Prima Radionet, Semarang, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. 2010, him. 1



luput sebagai media yang dimanfaatkan perusahaan untuk mengkomunikasikan
produknya, yaitu dengan memasang iklan di radio berupa spot iklan, atau
talkshow, terutama jika ingin diketahui dengan cakupan daerah yang tidak terlalu
luas atau pemasaran dengan lokasi yang relatif sempit maka radio bisa menjadi
alternatif pilihan yang menarik bagi para produsen yang ingin mengkomunikasikan
produknya kepada masyarakat atau konsumen, untuk menjalin kerjasama antara
pihak yang ingin mempromosikan produk barang atau jasanya ke pada radio yang
dituju, maka diperlukannya untuk -membuat perjanjian kerjasama pemasangan
iklan antara pemasang dah radio ‘dengan negosiasi harga untuk penyiaran iklan
tersebut.

Harga ditentukan berdasarkan pertimbangan berapa durasi atau panjang iklan,
periode atau jangka waktu iklan tersebut disiarkan, frekuensi penyiaran iklan
tersebut setiap hari, dan juga masalah materi iklan. Negosiasi antara pemasang iklan
dan pihak radio jika sudah tercapai kata sepakat, maka keduanya akan terikat dalam
bentuk perjanjian.

Perjanjian itu sendiri adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih
berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu adanya hak dan
kewajiban yang mengikat untuk ditaati oleh para pihak. Pengertian lain perjanjian
adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua
orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.* Pasal 1320 KUH Perdata
menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah :

Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Suatu pokok persoalan tertentu

Suatu sebab yang tidak terlarang Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata juga

disebutkan bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

el o

4 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, PT Intermasa, 2008, him 1
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Wanprestasi dan overmacht tidak jarang terjadi didalam perjanjian kerjasama
pemasangan iklan di radio. Wanprestasi adalah terjadinya kesengajaan atau
kelalaian dari salah satu pihak yang tidak menjalankan kewajibannya dalam suatu
perjanjian. Wanprestasi sering juga dipadankan pada kata lalai atau alpa, ingkar
janji, atau melanggar perjanjian, bila saja salah satu pihak tidak boleh melakukan
atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan, sedangan overmacht adalah
keadaan yang tidak terduga berhalang mememberikan sesuatu atau tidak berbuat
sesuatu yang ia wajib melakukannya-atau.> Pemasangan iklan di radio sangat
membutuhkan adanya kbnfrak yéng merupakan wujud - perjanjian dalam bentuk
tertulis, dengan perjanjian masing-masing pihak mempunyai dan memegang hak
dan kewajibannya masing-masing.

Kontrak pada radio terdapat hak dan kewajiban yang harus ditaati dan
dijalankan bersama antara pengguna jasa dan penyedia pengiklanan radio tersebut,
hal ini agar dapat mewujudkan' berlangsungnya kontrak secara baik dan optimal
sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam kontrak.
Kontrak yang telah disepakati bersama menjadi undang-undang bagi para pihak
yang membuatnya hal ini sesuai dengan salah satu asas hukum perjanjian yang
menyatakan bahwa perjanjian-yang disepakati merupakan —undang-undang yang
harus dipatuhi oleh kedua belah pihak (pacta sunt servada), apabila dikemudian
hari terjadi ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap isi dari perjanjian maka para
pihak dapat melihat kembali kontrak yang telah disepakati tersebut sebagai
pedoman dalam menyelesaikan perselisihan.

Masyarakat sendiri masih banyak yang belum mengetahui tentang kontrak

perjanjian dalam pengiklanan radio, prosedur yang harus diikuti, dan tanggung

5 Ketut Oka setiawan, Hukum Perikatan, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, him 43
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jawab hukum apabila terjadi kesalahan dari pelaksanaan kontrak pemasangan iklan
produk jasa di Radio Republik Indonesia Padang (selanjutnya disebut RRI Padang).
Penyiaran iklan di radio mempunyai nilai ekonomis yang besar bagi pihak
penyedia pengiklanan radio, mereka berusaha agar proses yang dilakukan di dalam
pelaksanaannya tidak mengurangi dan menghilangkan nilai ekonomi tersebut.

Perjanjian kerjasama antara pihak yang ingin memesan iklan dengan Radio
RRI Padang juga berlaku syarat perjanjian seperti yang tertuang dalam Pasal 1320
dan 1338 ayat 1 KUH Perdata, selainitu pihak pengguna jasa pengiklanan
berkewajiban untuk merhbéyar pényiaran iklan radio sesuai dengan kesepakatan
yang telah disepakati. Kesepakatan sebagaimana dimaksudkan di atas, jika tidak
dilaksanakan dapat dikatakan salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Pada studi awal yang dilakukan peneliti pada RRI Padang ditemukan
permasalahan hukum terkait perjanjian penyiaran iklan antara pihak RRI Padang
dengan pihak swasta yang merupakan suatu perusahaan makanan yang ingin
menyiarkan iklan niaga berupa produk makanan melalui RRI Padang. Permasalahan
ini diawali ketika pihak RRI Padang dihubungi oleh Pihak swasta perusahaan
makanan tersebut melalui telpon untuk membahas terkait perjanjian kerjasama
penyiaran iklan niaga, 'pada percakapan melalui ‘telpon teesebut terjadilah
kesepakatan antara pihak swasta dengan RRI Padang yang isinya membahas
perjanjian kerjasama antara pihak klien dan pihak RRI untuk melakukan penyiaran
iklan, kemudian isi dari kesepakatan tersebut di tuliskan dalam surat Media Order
yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai kontrak bagi keduanya.
Berdasarkan perjanjian tersebut iklan disiarkan setiap hari pada pukul 09.00 WIB,
12.00 WIB dan pukul 15.00 WIB selama 30 (tiga puluh) hari dan dengan sistem

pembayaran setelah iklan selesai disiarkan 30 (tiga puluh) hari, namun setelah iklan



disiarkan, pihak swasta memutuskan hubungan komunikasi dengan pihak RRI. Pihak
RRI kemudian mencoba menagih piutang berjumlah Rp 5.400.000 (lima juta empat
ratus rupiah) kepada pihak perusahaan swasta tersebut namun tidak membuahkan
hasil, karena karyawan pihak swasta yang melakukan perjanjian penyiaran iklan
telah berhenti bekerja pada perusahaan tersebut. RRI Padang menghubungi manajer
dari perusahaan tersebut untuk menanyakan kejelasan utang dari perusahaan, namun
tidak ada hasil. Berdasarkan Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor per-85 /Pb/2011 Tentang Penatausahaan Piutang
Penerimaan Negara Bukan ‘P‘ajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga
Direktur Jenderal Perbendaharaan (selanjutnya disebut PERDIRJEN PB No. per-
85/Pb/2011) disebutkan bahwa RRI harus memberikan surat penagihan 1 (satu), 2
(dua) dan 3 (tiga) sebagai surat penagihan terakhir, jika surat penagihan ketiga telah
diberikan dan terutang masih belum melakukan pembayaran utangnya, maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) PERDIRJEN PB No. per-85/Pb/2011 yang
berbunyi “Dalam hal sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran setelah
diberikan surat penagihan ketiga (terakhir), pihak terutang belum melakukan
pembayaran, dilakukan penyerahan pengurusan piutang PNPB kepada Panitia
Urusan Piutang Negara”. Berdasarkan peraturan tersebut, maka piutang harus
diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya disebut dengan
PUPN). Namun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.
163 Tahun 2020 Pasal 61 angka (1) dan angka (2) tentang Pengelolaan Piutang
Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara Dan
Pengurusan Sederhana Oleh Panitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya disebut
PMK No. 163 Tahun 2020) menegaskan bahwa:

“(1).Piutang Negara dengan kategori macet pada Kementerian Negara/Lemba
ga yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN meliputi:



a. Piutang Negara dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak sampai
dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang dan
tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak
mempunyai nilai ekonomis; atau

b. Piutang Negara yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan
pengurusannya kepada PUPN.

(2) Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada prinsipnya diselesaikan sendiri

olen Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai mekanisme yang diatur dalam

Peraturan Menteri ini.”

Berdasarkan peraturan di atas, maka penagihan piutang tidak dapat diserahkan
kepada PUPN dikarenakan nominal piutang tidak memenuhi persyaratan untuk
diserahkan pengurusannya . kepada: PUPN,>dany pengurusan.-piutang dikembalikan
kepada RRI Padang sesuai mekanisme yang ada pada RRI.

RRI Padang memiliki SOP dalam melakukan penagihan terhadap klien yang
tidak melakukan pembayaran kepada RRI, yaitu diatur dalam Peraturan Direktur
Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018
Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (selanjutnya
disebut dengan PERDIRUT LPP RRI No. 5 Tahun 2018) yang berbunyi :

(1) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Surat
Penagihan Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Wajib Bayar
belum melunasi piutang, maka Kepala:Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna
Anggaran melimpahkan Piutang Tak Tertagih ‘kepada Direktur Keuangan
RRI untuk diteruskan ke Direktorat Jenderal Kekayan Negara Kementerian
Keuangan RI, atas PNBP Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

(2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat
Penagihan Ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) Wajib Bayar
belum melunasi piutang, maka Kepala Satuan kerja selaku Kuasa Pengguna
Anggaran melimpahkan Piutang Tak Tertagih kepada Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat atas PNBP umum sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tembusan
disampaikan kepada Direktur Utama LPP RRI

(3) Penyerahan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
dilengkapi dengan dokumen SPn 1, SPn 2 dan SPn 3 serta dokumen perikatan
(Perjanjian Kerjasama).



SOP yang dimiliki oleh RRI tersebut tidak memberikan penyelesaian terhadap
piutang yang dimiliki oleh RRI Padang dan yang hingga saat ini belum terdapat
penyelesaian dari wanprestasi perjanjian penyiaran iklan ini, dengan demikian
penting menurut peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada RRI Padang
terkait pelaksanaan perjanjian penyiaran iklan di RRI Padang, selanjutnya penelitian
karya ilmiah ini berbentuk skripsi dengan judul : PELAKSANAAN
PERJANJIAN KERJASAMA PENYIARAN IKLAN NIAGA ANTARA
PIHAK SWASTA DENGAN RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI)
PADANG. » |
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang
akan dibahas dalam penelitian ini:adalah :
1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian penyiaran iklan niaga di RRI Padang ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi perjanjian penyiaran iklan niaga di
RRI Padang
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam penyelesaian bentuk-bentuk
wanprestasi antara pihak swasta dengan pihak RRI padang
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :
1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan perjanjian
penyiaran iklan niaga di RRI Padang
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi perjanjian
penyiaran iklan niaga di RRI Padang
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam penyelesaian bentuk-

bentuk wanprestasi antara pihak swasta dengan pihak RRI padang



D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :
1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan untuk
pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi
para akademisi dibidang hukum mengenai hukum perjanjian khususnya
pada wanprestasi perjanjian-penyiaraan iklan di Radio RRI Padang

c. Hasil peneliti>an“ ini ‘diharapkan mampu - -memberikan  sumbangan
pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum perdata pada umumnya dan
hukum dalam pelaksaan perjanjian

2. Manfaat Praktis
a. Bagi Peneliti
Penelitian ini bermanfaat untuk melatih keterampilan meneliti dan
menulis

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang
sangat berharga bagi berbagai pihak yang ‘terkait, termasuk tentang
hukum perjanjian yang dilakukan oleh bermacam-macam lembaga.

c. Bagi Pihak Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan
menambah ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan
wanprestasi perjanjian penyiaran iklan guna memberikan pemahaman

dan pengetahuan dibidang hukum.



d. Bagi Pemerintah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan
memberikan masukan bagi pemerintah dan juga pihak swasta dalam
melakukan perjanjian penyiaran iklan
E. Metode Penelitian
Metode penelitian dalam penelitian ~ hukum ini yang  berjudul
“PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENYIARAN IKLAN
NIAGA ANTARA PIHAK SWASTA DENGAN RADIO REPUBLIK
INDONESIA (RRI) >P'ADAN‘G” diperlukan data~ yang = akurat sehingga
dapat dipertanggung  jawabkan.  Seorang peneliti  di  dalam melakukan
penelitian biasanya menggunakan metode tertentu. Tanpa adanya suatu metode,
peneliti tidak akan menemukan, merumuskan, menganalisis serta memahami
permasalahan yang dihadapinya: Adapun metode penelitian hukum yang
digunakan dalam penelitian yang bersifat ilmiah ini adalah sebagai berikut :
1. Tipe Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis maksudnya adalah bahwa dalam
penelitian ini berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku
(hukum positif) yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan pendekatan
empiris maksudnya adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti sesuai
dengan kenyataan dalam masyarakat®, yang kemudian dikaji lebih lanjut, dalam hal

ini mengenai Pelaksanaan Perjanjian Penyiaran lIklan di Radio RRI Padang

® Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi 1lmu Hukum,
Bandung: Mandar Maju, 1995, him. 61.
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2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif analitis,
yaitu bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek
penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul guna
membahas mengenai permasalahan-permasalahan serta memperoleh gambaran
yang menyeluruh, lengkap dan sistematis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan
yang berlaku umum pada suatu permasalahan hukum.” Dalam hal ini yang akan
peneliti paparkan dalam penelitian adalah-Pelaksanaan Perjanjian penyiaran iklan
niaga antara pihak swasta dengan Radio RRI Padang
3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Dalam penelitian_ini penelitt mengumpulkan bahan-bahan dari
berbagai literatur yang ' bersumber dari peraturan perundang-undangan,
buku-buku, dan jurnal yang diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas
Andalas, Perpustakan Fakultas Hukum Universitas: Andalas, Perpustakaan
Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan buku pribadi milik peneliti.

2) Penelitian Lapangan (Field Research)

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data yang akurat melalui
wawancara. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada
Pimpinan / Pegawai bagian LPU RRI yang memiliki pengetahuan mengenai

topik penelitian di stasiun Radio RRI Padang.

" Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Ul-Press, 1986, him.10.
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b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber
pertama (Pimpinan/pegawai bagian marketing Radio RRI Padang yang
bersangkutan) baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam
bentuk dokumen resmi dan tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
Data primer yang diperlukan berupa informasi yang terkait dengan data
yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang diperoleh dari hasil
wawancara dengah Pi‘mpina‘n/pegawai Radio RRI Padang. Data primer yang
akan digunakan adalah seluruh hasil wawancara yang akan dilakukan
peneliti secara sistematis, faktual, akurat sehingga bisa diuji kebenarannya.
2) Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini diperoleh dari bahan hukum baik bahan
hukum primer (peraturan’ perundang-undangan, peraturan pemerintah),
sekunder (literatur-literatur yang menjelaskan bahan = hukum primer),
maupun tersier (kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain). Sumber data
sekunder yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer; yaitu ketentuan yang.ada berkaitan dengan pokok
Pembahasan, bentuk undang-undang, dan peraturan perundang-undangan
yang ada antara lain :

(1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
(2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran;
(3) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor per-85 /Pb/2011

Tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada
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Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Direktur Jenderal
Perbendaharaan

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan
Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000 Pendirian Perusahaan
Jawatan Radio Republik Indonesia

(6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun
2020 Tentang Pengelolaan— Piutang Negara Pada Kementerian
Negara/Lembégé; Bendahara Umum Negara Dan Pengurusan Sederhana
Oleh Panitia Urusan Piutang Negara;

(7) Kitab' Undang-Undang Hukum Perdata.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku, kajian-
kajian literatur yang berkaitan dengan Undang-Undang Penyiaran dan
peraturan pemerintah lainnya yang berkaitan dengan wanprestasi perjanjian
penyiaran iklan di Radio RRI Padang

c) Bahan hukum tersier, yaitu semua bahan hukum yang memberikan petunjuk/
penjelasan terhadap: bahan hukum primer dan-sekunder, meliputi bahan dari
media internet, kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Wawancara (interview) merupakan metode yang digunakan oleh peneliti
guna mencari dan menggali data sebanyak-banyaknya dengan melakukan
tanya jawab terhadap pihak dengan berhadapan langsung dengan responden

dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara yang dilakukan
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peneliti akan melakukan tanya jawab langsung terhadap pimpinan/pegawai
bagian LPU RRI Padang
b. Studi Pustaka
Studi pustaka merupakan pengumpulan data yang dilakukan secara studi
kepustakaan dengan mencari bahan-bahan dari buku dan juga peraturan-
peraturan yang berhubungan dengan tujuan penelitian.
5. Metode Pengolahan dan Analisis Data
a. Metode Pengolahan Data
Pengolahan data ’m‘e‘rupakén hal yang penting dalam penelitian. Pengolahan
data dapat dilakukan dengan cara editing yaitu proses penelitian kembali
terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para
pencari data.
b. Analisis data
Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke
dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema
dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data®.
Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu
suatu cara penelitian: 'yang menghasilkan data * deskiptif analitis yang
dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, yang dipelajari sebagai
sesuatu yang utuh. Dari pernyataan yang akan diajukan, hanya pendapat-
pendapat tertentu yang dipilih sebagai hasil penelitian yang dipandang relevan

untuk menyusun suatu kesimpulan akhir.

8 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005,
him. 103.
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F. SISTEMATIKA PENELITIAN

Sistematika penelitian dalam skrispi ini terdiri dari empat (4) bab, yaitu
pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian dan pembahasan serta penutup,
dengan sistematika sebagai berikut:
Bab | : PENDAHULUAN
Pada bab ini berisikan latar belakang masalah yang diambil dalam penelitian hukum,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian berisi
metode yang digunakan dalam penelitian-hukum, dan sistematika penelitian hukum.
Bab 11 : TINJAUAN PUSTAKA |
Pada bab ini memuat yakni tinjauan umum mengenai perjanjian dan siaran iklan
Bab 111 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini akan memaparkan hasil penelitian mengenai masalah yang
dikemukakan dalam rumusan masalah.
Bab IV : PENUTUP
Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari permasalahan yang diangkat dalam

penelitian ini.
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